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DEMOKRASI EKOI\OMI IND O]\ESTA

Hj. AlNl KUSNIAWATI. Dra., M. M.

ABSTRAK

Perekonontian Indonesio lelah mengalami penbahan dan kemajuan baik dilihat dari
struklur distribusi tingkat pendapatan rata-rata, maupun si.stem kelembagaannya pada sektor
publik dan swasta. Dolam upayo menyusun perekonomian yang! berdaya saing tinggi, bangsa
Indonesia tidak boleh lepas dari arah mentbangun perekonomian yang berdasarkan
demokrasi ekonomi. Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, haru,s diperhintngkan dan
dimanfaatkan kelembagaan-kelembagaon ekonomi dan politik. Di era globalisa.si saat ini
sistent ekonomi terbuka berkeadilan sosial. Dengan ekonomi terbuka setiap kerja sama dan
kentitraan dalam ekr;noni global, sangat bermanfaat bagibangsa Indonesia.

I. PENDAHULUAN berarti berbicara mengenai keadilan
ekonomi. Demokrasi ekonomi pada

prinsipnya menjamin hak-hak warga
negara, disertai pembatasannya, yang pada

dasarnya adalah upaya mencari
keseimbangan antara hak-hak individu dan
kepentingan masyarakatnya.

Dalam sejarah ada sistem monarki
yang ingin dilawan dengan demokrasi
(misalnya revolusi Prancis), sekarang
sudah masuk kelompok dernokrasi
(meskipun dengan monarki diakui bahwa
tidak semua orang dilahirkan sama).
Seperti yang dikemukakan oleh Philip
Green (1993):" Democracy in the late
twenfieth century is not only a contested
concept but also a remarkably ambiguous
one...virtually everyone with a claim in
democracy's name".

Betapapun luasnya dan sangat
beragamnya orang menafsirkan demokrasi,
kalau dilihat pada sejarah kontemporer,
pergerakan ke arah demokrasi dan
kebebasan merupakan perkembangan
sejarah yang paling dramatis menjelang
akhir abad ini (Haggard dan Webb,1994).

Demokrasi sering dianggap sebagai
sistem dan manifestasi budaya politik
Barat yang acap dicemoohkan sebagai
mendatangkan 'oChaos" dan tidak
menunjang pembangunan. India juga
pernah menerapkan demokrasi, banyak
menghadapi kesulitan dalam
perkembangan ekonominya.

Demokrasi ekonomi Indonesia
menurut Ginanjar adalah "keberpihakan
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Apa itu demokrasi ekonomi
Indonesia?

Arti kata demokrasi ekonomi
ditinjau dari berbagai sudut pandang
hingga ada bermacam penafsiran dan
definisi.

"Demokrasi sebagai suatu bentuk
pemerintahan, berasal dari Yunani, yaitu
pemerintahan (lcratos) oleh rakyat (demos).
Selama dua ratus tahun sistem
pemerintahan ini dijalankan di Atena,
sampai negara kota ini diduduki oleh
Macedonia. Sejak itu demokrasi tenggelam
dalam sejarah dan baru muncul kembali
sekitar tiga abad yang lalu sebagai konsep
politik (William, 197 6)".

Menurut Ginanjar "Demokrasi
ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan
rakyat di bidang kehidupan ekonomi.
Dengan lebih tegas lagi, demokrasi
ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang
dilaksanakan, dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Atau dengan rumusan UUD
1945:'Produksi dikerjakan oleh semua,
untuk semua di bawah pimpinan atat
pemilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang
seorang. Warna kerakyatan dalam
kehidupan ekonomi tersebut adalah sama
dengan cita-cita keadilan dalam kehidupan
ekonomi. Kalau kita berbicara mengenai
demokrasi ekonomi pasti berbicara
mengenai kedaulatan ekonomi rakyat yang

I
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)'ang dapat meningkatkan peran rakyat
dalam perekomian, elan kesejahteraan
rakyat dalam kehidupan nyata. Derrokrasi
ekonomi Indonesia berlandaskan pada
kekeluargaan dan kebersanraan,
mengandung ajaran-ajaran pengernbangan
individu dan masyarakat secara serasi
selaras, dan seimbang (1996: 13 I )".

il. PERMASALAI{AII

Mengapa dengan dernokrasi ekonomi
lndonesia?

Demokrasi ekonomi Indonesia
sebagai dasar perekonomian Indonesia
untuk mewujudkan hal-hal berikut :

1. Perturnbuhan ekonorni )'irng secara
berkesinanrbungan dipelihara terus
menerus meningkat rata-rata 7 %
pertahun.

2. Mendorong perubahan ekonomi
Indonesia dari ekonorni 5,'ang bersifat
agraris ke arah ek':nomi indLrstri" dari
ekonomi yang bergantung kepada
sumber daya alaln menu.iu ekonomi
yang dimotori oleh sumber daya
manusia, dari ekonomi pedesaan ke
ekonomi perkotaan, dari ekonomi
tradisional ke ekonomi modern, dan
dari ekonorni yang didominasi negara
menjadi ekonomi yang masyarakatnya
berperan lebih besar.

3. Adanya semangat dan sikap bangsa
dalam menghadapi dan rnengarnbil
keuntungan dari proses globalisasi.

4. Usaha rnilik negara dapat berperan
sebagai perintis usaha, pengelola
bidang-bidang yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak, penyeimbang kekuatan
di pasar, dan penunjang pelaksanaan
kebijakan negara.

5. Dalam sistem derirokrasi ekononii
lndonesia, sasaran pembangunan
ditujukan untlrk kesejahteraan seluruh
rnasyarakat.

III. PEMBAHASA]\
Mewujudkan eita-cita demokrasi

ekonomi tidak semudah membalik telapak
tangan . Sebab delnokrasi ekonomi adalah
ekonomi yang mernbenikan kesempatan
yang adil kepada setiap pelaku ekonomi

CAKR.IIVALA GALLtll t l'ol. I q No. .l s Maret 20ll

untuk mencapai tujuannya. Karena itu
sampai sekarang ref'leksi dari demokrasi
ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya.
Belum sepenuhnya dernokrasi ekonorni
dilakLrkan, menjadikan pelaksanaan
demokrasi ekonomi perlu senantiasa
mengalami pembaharuan dan
penyernpurnaan dari waktu ke rvaktu.
sesuai dengan dinarnika yang berkernbang
dalarn kehidupan masyarakat

"Dalam 25 tahun terakhir ini.
perekonomian lndonesia telah mengalami
perubahan dan kernajuan baik dilihat dari
struktur distribusi tingkat pendapatan rata-
rata. maupun sistem kelembagaannya pada

sektor pLrblik dan srvasta. Dalani tahap
pembangunan selanjutnya masyarakatlah
yang akan menjadi pelaku utama
pembangunan " (Ginandjar, 1 996: 105).

Dalam upaya menyuslrn
perekonomian yang berdaya saing tinggi,
bangsa Indonesia tidak boleh lepas dari
arah rnembangun perekonomian yang
berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalarn
rnervujr-rdkan demokrasi ekonorni harus
diperhitungkan dan dirnanfaatkan
kelembagaan- ke lembagaan pol itik.

Untuk terr.vr-rjudnya demokrasi
ekonomi menLrrut Ginandjar diperlukan
pemahaman yang mendalam terhadap
berbagai tatanan kemasyarakatan
Indonesia. Dengan demikian dapat
dihindari terjadinya hambatan intitusional,
yang rnenyebabkan tidak berfungsinya
(disfttnctioning) institusi yang ada, yang
pada kondisi yang relatif sama atau dapat
diperbandingkan dengan intitusi di ternpat
atau negara lain ternyata dapat berfungsi
dengan baik.

Di Indonesia pernah diterapkan
konsep demokrasi terpimpin, sosialisme
(Marxisrne), berdikari (berdiri di atas kaki
sendiri)'oldefos'(o/d e,stabli.shed forc:e,s.1,
dan 'nefos'(rerr enterging forces) dan
sebagainya. Saat ini Indonesia tennasuk
dalam kelompok negara yang rnenjalankan
demokrasi secara penuh seperti yang
dikehendaki konstitusi. I)emokrasi
ekonomi dalam rumusan UUD 1945;
Produksi dikerjakan oleh semua untuk
semua di barvah pirnpinan atau penilikan
anggota-anggota mas,varakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang
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diutamakan, bukan kemakmuran orang-

seorang".
S..oru traciisional hasil produksi

merupakan fungsi dari tiga faktor, yaitu:

( 1) ketersediaan tenaga ker.ia, 
. 
(2)

ketersediaan modal, dan (3) ketersediaan

teknologi. Untuk faktor yang pertarria kita

memiliki ketersediaan yang terbatas'

Kegiatan produksi pada akhirnya haruslah

dapit mencapai kombinasi yang optimum

daii ketersediaan ketiga faktor produksi

tersebut. Sehingga dapat rnencapai tingkat

produksi yang Paling rnaksimal.
Dalam pasal 33 jelas tertulis pokok-

pokok : pikiran bangsa Indonesia

mengenai demokrasi ekonomi di sini

terceimin hakikat demokrasi, yaitu dari

rakyat. untuk rakyat. dan oleh rakyat'

Uniur pokok bagi demokrasi ekonomi

lndonesia adalah asas kekeluargaan. Asas

ini tidak searah dengan Paham

individualisme dan tidak sepaham dengan

kolektivisme Yang diajarkan oleh

Marxisme.
Pasal 2 mengemukakan adanYa

golongan-golongan dalam badan-badan

ekonomi. Yang dimaksud dengan

golongan-golongan ialah badan-badan

ieperti koperasi, serikat pekerja, dan badan

kolektif yang lain. Pasal 23 dalam

penjelasannya menyatakan bahwa dalarn

negara demokrasi atan dalam Negara yang

beidasarkan kedaulatan rakyat, seperti

Republik Indonesia, anggaran pendapatan

dan belanja negara ditetapkan dengan

undang-undang. ArtinYa dengan

persetujuan DPR.
Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidrpan Yang laYak bagi

kemanusiaan, juga menunjukkan sifat

kerakyatan perekonomian lndonesia' Pasal

28.29, ayat I , dan 34 menunjukkan hasrat

bangsa lndonesia untuk membangun

negara yang bersilat dernokratis dan yang

hendak menyelenggarakan keadilan dan

perikemanusiaan. Pasal 3l ayat 1

menyatakan pendidikan syarat mendasar

bagi pembangllnan bangsa dan bagi upaya

membangun kemandirian yang merupakan

unsur penting dalam demokrasi.
Dalam Pembangunan ekonomi harus

tlihindari adanya neoliberalisme dan

etatisme yang men,r'ebabkan terjaciir"' "
persaingan yang tidak wajar dan salir-';

mernatikan antarpelaku ekonomi' Oie:'

karenanya secara tegas UUD 1945 dar'

GBHN menggariskan tentang perlunl:
pemihakan pada upaya pemberdal aan

ekonorni rakyat yang diarahkan pada

Llpaya memPercePat Pembangunan

koperasi dan pengusaha kecil perlu terus

ditingkatkan dan makin diarahkan untuk

*.*r;udkun koperasi sebagi badan usaha

dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi

yang sehat, tangguh, kuat, dan rnandiri'
'Serta 

peng,rsaha kecil yang unggul sebagi

pelaku ekonomi rakYat di semua

perekonom ian nasional.
Dalam setiaP Perekonomian, Paling

sedikit dikenal tiga unsur kelembagaan,

yaitu pelaku ekononri, pasar' dan pengatur

atau aturannYa.
Pelaku ekonomi terdiri dari produsen

dan konsutnen, secara ringkas dapat

diuraikan sebagai berikut :

Proclnsen. Berdasarkarr pasal 33

UUD 1945 dikenaltiga bentuk usaha, yaitu

badan usaha milik negara (BUMN), usaha

swasta, dan koperasi, yang berinteraksi

dengan konsumen atau rumah tangga

dalam proses produksi. distribusi, dan

konsumsi barang dan jasa.

Usaha milik negara daPat berPeran

sebagai perintis usaha. pengelola bidang-

bidang yang penting bagl negara dan

rnenguasai hajat hidup orang banyak,

p"ny.irnbung kekuatan di Pasar' dan

penunjang pelaksanaan kebijakan negara'' 
Usaha swasta berPeran sebagai

penggerak dinamika kegiatan ekonorni

nasional. Sedangkan koperasi sebagai

bangun usaha menurut UUD 1945 paling

sesuai untuk demokrasi ekonomi, harus

diberi kesempatan seiuas-luasnya untuk

berperan sesuai dengan hakikatnya sebagai

kesatuan ekononti yang berwatak sosial'

Konsanen. Konsumen meruPakan

lembaga ekonomi Yang Penting Pula ;

mengingat Pada dasarnYa seluruh

masyarakat rnelakukan kegiatan konsumen

di berbagai bidang dan meliputi berbagai

jenis kebutLrhan.
Pota konsumsi seorang berbeda*beda

disesuaikan oleh penghasilan yang

diperolehny a {buc{get constraint)'

38
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Kepuasan optirxal dapat tei"ciipai apabiiir

{.onsurnen mempLln)ei piiihar-r }'ang lua}

Jan memperoleh inftirr:1asi vartg tepat dan

benar tentang berbagai proCtlk yang

Jipasarkan sehingga I-ncnghasilkan pola

konsumsi yang betul-bcttrl optirnal"

Untuk menggairahktil pola konsunlsi

dalarn negeri agar rnenunjarrg kegiatarr

prodLrktif dan tidak se mata-rnata

konsurntif, berperan pula dalam ttsalta

nrembangun perekonotnian )ang sehat'

r ang artinya dapat Ilelnanflratkan stltnber

Ja1'a yang terseditr dan rncngembartgkan

potensi yang ada secara ellsieil.
Pctsar. Pasar merupakail lelnbaga

perekonomian yang penting. Mekanisrne

i.'::1sar (yarre oleh Adam Srnith disebut

iirrlgan yang tidak tanrpak-lrrvi.:;ible hancf

nrerupakan proses interaksi piira pe laku

:konomi datt tnen*iiti;kan volutne produksi

barang dan jasa seila harga mellurut
irukum perrniLitaan dan penarvaran.

Kegagalan besar menYebabkan

.rJany'a kebutul-ian untllk tttelakukan

.,oreksi-koreksi dengatt intervensi dari

renrerirrtah rnelaltii kebijakan publik.
)engan intervensi diiiarapkan ekonomi
pasar dapat terkendali, dari dapat diarahkan

:renuju tujLran )/ang akan dicapai" Di
.-\merika misainl'a, intervensi itu
J iu,uj udkan dalant Der"tragai peraturan

seperti anti trt$t itut,. lntervensi
pemerintah melnperoicir dukungan kLral

.lengan penetapan teori Keynes dalam
pengelolaan elionoir i, dengan

nremanfbatkan instrumen-instrunlen fi skal

.lan moneter. KemLidian kepada yang

:ertinggal, terrnasrik kauni tninoritas (etnik
groups) diberikan bantuan khusus misalnya
:relalui smctll busines.\ ocl.

Tu.iuan den-rokrasi Indonesia
:itunjukkan r.intuk irescjaiitcralrt selurtth

:r:rs1'arakat. lvlon,oi;i,li paoa diisni"nya tidak
:;kehendaki, kecLraii apr:iDiia betul-betul
: Li akrni baiirva i:an,r'ri cieng;in cara itLr

.,epentingatt rakyat banyalr akiin terpenuhi
:raLr terlindirngi.

"Dernokrasi ekonorni ntelarang

.:stcrn persaingan liberalis, yang

rcnumbuhkan petiitidasart, dan

.r;nuhisapan te rnirdap manusia atau

r-rngsa kin. Aitan trta[,1. korirpetisi positii
r-1n konstruxtil Lriitirk trieninggikan llluttj

:.IKRAWALAGALUH aL"oi.J a No.4z Maret201l

'oiirrrttg dan .iar;a, serta illel'1ii-:.,-' -.

efisiensi. :'i*'
d iperlukan.(il ir,aniiiar; i 996)."

Pute rinta|i. T'anggung iarlritr
pengendalian nastir sepe ttuhnya beracla

pada ile i:tiii&" P*mcrintah dan ap:rai
birokrasiny'a sanqat pe ntinF' tiatr

nrenentuktttr bagi Llpa)1a tnew'ttiudkan

tatanan perekonomian yang berlandaskan

demokrasi ekonomi.
Ada 4 filngsi / Peran strategis dari

pernerintah dalam tlpaya tnenlabarkan

demokrasi ekonorri trlenurut Ginandjar :

l. Penegakarr hukum
2. Mcnciptaltan Persaingan Yang

seh*t
3. Peranan retjistribusi
4" Pr:ininuhan kebutuhan dasar

lakl'at.
Peney,rkr*r huhm. Demokrasi

ekonorni tidak depat dilakukan apabila

sumber keadilan yang paling mendasar

yaitu keadilan hukutn, keadilan hukun:

adalah lanllasan bagi keadilan ekonomi.

Hukurn yang adil adalah prasyarat daf i

aturan main yang adil. Aturarl main yang

adit adalah prasyarat dari proses k*giiitaii
ekonomi yang adil" Dan proses kegiatan

ekonomi vang acil ildalah prasyarat clarl

pembagian ilaul:rat 3'airg adil.
M c n c i 7,t t o ktttt {) t: rs tt i t1 g,{t tt y a n g s e h o t'

Mek:inisme pasar prt:t:ia dasarnl,'a dapat

digunakan r:rrtuk inencapai kelnakmuran
bersama. 1'apr ilda syarat 1'ang penting
yang harus ciipenuhi, yaitLr iklim
persaingan yang sehat. Dengan adanl'a

iklim persaingan yang sehat mencerminkan
adanya keadiian dalarn kesempatan untuk
berkiprah daiartr kuiri,-iii p;rlr ekonomi.

Suasana persaingan y'ang tidak sehat

menghasilkan ketidakadilan dan tidak

optirnalnyri petlsiiutl;t;ril sutnber tlaya 1'ang
ada. Fe rsaingan varrg tidak sehat dapi:t

terjadr apabiiii tcrdapat pemLrsatall

kekuatan ekottonli eitlatn berbagai bentuk,

seperii monc,poii, oligoPoli, dan

rnonopsoni yang rnerugikan masyarakat

dan berlentangan dengan cita*cita keadilan.

Untuk itulah pernerintah befiugas untuk
mengupayakan terwujudnya kekuetilll ),'ang,

seimbang d iantara pelaku e'konor:r i.

l' e r utcut re ti t.t t r i bu.s i. l] i st ribrts i " iii-il,

nasional" akan irieniadi lebiir atjii ii;'a

:{}.\
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kekuatan dan kesernpatan berbagai pelaku
ekonorni lebih kurang seirnbang secara

wajar. Harurs ada pernihakan kepada pelaku
ekonclmi ),ang lelnah lietnampuatlnya, agar
dapat berkembang sehingga mampu
bersaing. Kebijakan dan pelaksanaan
redistribusi harus sekaligus memperkuat
kemampuan lapisan ekonomi rakyat untuk
bersaing dan memperoleh kesempatan.
Melalui fungsi ini negara mengarahkan
aliran sumber daya untuk rnengatasi
kesenjangan, baik antardaerah, antarsektor,
ataLl antargolongan pendapatan, dan
mendemokratiskan kehidupan ekonomi.

P e n t e nu h cm ke b u tu h an d as ar r axy\ at.
Pemenuhan kebutuhan rakyat harus
rnerupakan bagian dari lrpava memperkuat
kemampuan produktif rakyat sehingga
ekonorni raky,at dapat berkembang dengan
kekuatan .vang bersumber dari dalarn
dirinya. Negara berperan dalarn
menyediakan pela_vanan- pelayanan dasar
di bidang pendidikan, kesehatan, air
minum, perbaikan gizi, perumahan I
pemukiman sefta kesempatan kerja, dan
lainnya bagi kelompok- kelompok
masvarakat yang berpenghasilan rendah
dan terlinggal jauh di belakang dalam
proses pembangunan.

Deniokrasi ekonomi pada prinsipnya
menjamin hak-hak warga negara, disertai
pembatasannya, yang pada dasarnya
adalah mencari upaya mencari
keseimbangan antara hak-hak individu dan
kepentingan masyarakat.

Ada tiga hal yang mutlak harus
dihindari dan tidak boleh terjadi pada
bangsa ini menurut Ginand-iar yaitu

l. Sistem'Free Fight Liberalism'
Sistern ini rnenirnbulkan eksploitasi
terliadap manusia dan bangsa lain
yang telah menimbulkan dan
rnempeftahankan kelemahan
struktural ekonorni nasional dan
posisi inclonesia dalam
perekonomian dunia. Sistem ini
terkait dengan sistem ekonomi
pasar yang terbukti lebih unggul
dibandingkan dengan sistem
Marxisme / Komunisme atau
sistem ekonorni komando.

2. Sistenr etatisrne

Dalam sistem ini, neqari; beser-ta

aparatur ekonomi ne gara bersifat
dominan, mendesak dan nrematikan
potensi sex"ta daya kreasi unit-unit
ekonomi dilu;rr sektor negara .

3. Persaingan tidak schat
Persaingan dianggap tidak sehat
bila terjadi pemusatan kekuatan
ekonomi dalam berbagai bentuk
monopoli dan monopsoni yang
merugikan masyarakat dan
berlentangan dengan cita-cita
keadilan sosial. Monopoli dan
monopsoni. juga oligopoli dan

oligopsoni, adalah produk
mekanisme pasar yang melenceng,
yang ter"iadi karena tidak ada atau
kurang efr:ktilnva kendali yang
rnencegah teriadinya penguasaan

kekuatarr pasar pada orang atau
kelompok yang jumlahnya terbatas.

Pelaksanaan pembangunan telah
dilaksanakan narnun masih banyak
kelernahan atau ketidaksesr-raian dengan
yang diharapkan. Keadaan ini disebabkan
oleh :

l. Ada ke keliruan dalam kebijakan
atau pendekatan.

2. Kebijakannya benar, tapi
pelaksanaannya tidak berjalan
seperti apa yang diharapkan.

3. Sejak semula memang
pelaksanaannya menyimpang, yang
dapat disebabkan oleh
ketidakmampuan yang
melaksanakan dan karena ada itikad
buruk.

Hal ini sesuai dengan beberapa
pendapat berikut :

Ekonom dari Institute -fo,
Development Econonty and Finance

lndeft) Iman Suse ma dalam Pikiran
Rakyat mengungkapkan tanda-tanda bakal
berulangnya krisis f inansial bisa terladi
setiap saat, tetapi pola dan mekanisme
krisis kali ini sedikit berbeda dibandingkan
10 tahun lalu. Persamaannya satu, akan
terjadi pelarian modal keluar" Fotensikrisis
ekonomi jitid kedua, bahkan lebih besar
dibandingkan krisis pe$ama yang terjadi
tahun 1997 silam. Krisis ini diperparah
dengan krisis kepemimpinan. Ketika krisis
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kepemimpinan ter.ladi. elit politik. partat

politik, bakal sulit tnenyatrakarT persepsi

tentang potensi teriaciinya krisis'

Dikhar,vatirkan tidak ada kesatraan

persepsi elit politik metlbuat pernerintah

kehilangan l.nomentum mencegah atatt

rnelemahkan potensi krisis.
Menurut Pengal.ilat ekonomi

Djisman Simanjuntak. "tingkat daya saing

Indonesia dalarn kancah perekonolnian

clunia terancam akan terus t.tterosot di masa

rlendatang. Pasalnya kondisi ekonomi

nasional saat ini rnasilt saia menun"iukkan

kinerja yang intermediate (sedang)'

Sehingga ekonorni nasional masih al<an

merangkak dalam jarrgka inenengah, kira-

kira 20 tahun mendatang. Kineria ekonomi

sekarang Inemang sedang-sedarlg sa.ia'

tidak br-rrr-rk tetapi juga tidak cernerlang.

Tapi dalam perspektif ke depan. dengan

kinerja yang sedang. Sedarrg itu Irrdonesia

akan terus menderita erosi daya saing di

dLrnia. yang akan ditandai ttlrllnnl'a pangsa

pasar dalam otrl pttt dtrnia baik dalarn

perdagangan dunia. mauptln investasi

asing langsung".
Beberapa irrdikator makro ekonomi

rremang sudah menunjukkan pertraikan,

seperli inflasi yang menurun" stabilitas

nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekononri

y ang cukr-rp tinggi. keseirnbangan neraca

pernbayaran, dan lainnY'a'

'oTapi, perlurnbuhan ekonomi Yang
tinggi sebesar 6 % ini tidak rrampLr

nrengatasi persoaIan sosial mendasar

seperti masih barryakrr,va pengangguran

dan kemiskinan (Djisman : 2007)". Kinerja
ekonorri Indonesia rnasih tergolong

sedang-sedang saja. Begitu pun secaia

historis, pertutnbuhan ekonomi kita selalu

bergerak cepat dan padat. tetapi tiba-tiba
mengalarni penurunan )'ang ta,ialn. Hal

itulah yang menyebabkan daya saing kita
terlrs melemah di pasar global selama ini'
Apalagi persaingan yang sangat dominant
justru terjadi pada kau'asan Asia terutama

Asia Tirnur.
Kondisi rnakin berat, aPalagi

pertutnbuhan perdagangarr dunia dalam

tahun ini cenderung melemah dari 9,2 oh

dari tahun 2006 menfadi 7 % pada tahun

2007 ditambah lagi bebe rapa resiko

kondisi ekonorni global seperti tingginya

C-|KRA\|/ALA GAL|JI{ t I'ol. I t nua. 1a iluret 20ll

harga minyak bumi, besarnYa defisit

perclagangan Amerika Serikat dan

sebagainya
Sedangkan menttrut DePuti Senior

Bank Indoriesia(B.l), Miranda Goeltom,

pihakrrya rnasih memproyeksikan copitol

inflox, rnasih akan berlanjut hingga akhir

tahun. Sampai Juni capital inflow masih

terus masuk dan akan terus masuk dan

akan terus sampai akhir tahun. Akumulasi

cadangan devisa kita masih tinggi. Melihat

IFISC (indeks harga saham gabungan),

berarti masih banyak aliran modal yang

nrasuk" Aliran rnodaI ini masuk karena

faktor fundamendal dan PolicY di

Indonesia".
Perekonomian Yang semakin

terkonsolidasi dan stabilitas

makroekonorni yang tetap terjaga memberi

ruang yang lebih luas bagi penerapan

kebi.lakan pembangunan berkelanjutan

untuk memperkuat fondasi ketahanan

perekonom ian nasional.

"secara umum Perekonomian
Indonesia sampai dengan trirvulan II 2007

berada pada jalur yang tepat, dengan

ekspansi perekonomian Yang terus

berlanjut. Inflasi terkendali dan cenderung

lrrenLrrun. Stabilitas di pasar keuangan

tetap terjaga sejalan dengan membaiknya

kinerla perbankan. Selain itu kinerja neraca

pembayaran Indonesia lebih baik dari

perkiraan sebelumnya, yang ditandai

dengan surplus dan posisi cadangan devisa

yang terus meningkat, serta nilai tukar

rupiah yang menguat. Berbagai hal

tersebut diperkirakan akan mendukung

pencapaian perlumbuhan ekonomi yang

lebih tinggi dan berirnbang pada 2007 dan

2008 (Budi MulYa : 2007)".
Menurut Ginandjar "Pertumbuhan

ekonomi dalam sistem Yang tidak

mengindahkan partisipasi politik rakyat,

cenderung menghasilkan kesenjarrgan

antara yang memperoleh kesempatan dan

yang tidak memperoleh kesempatan dalarn

sitern tertutup. Tidak terjadinya rembesan

dalarn perlurnbuhan seperti yang

diharapkan melalui paradigrna'triclc
down' adalah karena struktur kekuasaan

rnenghambat ter.iadinya darnpak ratrlLret3n

dan perlumbuhan ekonotr i Pa 
ja

kesejahteraan masyarakat. Denglir'l:'rt:
rr
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lain manlaat pefiLlrnbllhall ekonomi

terbendurrg dalam struktLlr yang hanya

memberi kesernpatan pada lingkup yang

terbatas.
Kemajuan ekonomi, untuk daPat

berjatan secara berkesinambungan, harus

didLrkung oleh surnber daya manusia, yang

merniliki prakarsa dan daya kreasi untuk

memajukan diri. Prakarsa itu hanya tirnbul

apabila tetah ada emansiPasi sefia

kesempatan Yang Penuh untuk

berpartisipasi dalam proses perubahan.

UntLrk itLr diperlukaii kebe basan dan

keseurpatarr untuli berperan sefia dalam

proses pengambilalt keputusan yang

rnenyangkut cliri setiap individu dan

masl'arakatnya. Dalarn ketiadaan

kebebasan dan kesempatan ini, tnaka

prakarsa tlan da1'a kreasi juga rnenjadi

terbatas. Karena Ilanusia adalah makhluk

.vang Lrtr.rh. tidak mtrngkin prakarsa dan

claya kreasi berkerrbang untuk bagian

tertentu dalam dirinya, dan tidak untuk

bagian laitt".
Upaya mengatasi kesenjangan harLrs

clilakukan langsung Pada akar

persoalann,o-a. yaitu meningkatkan
kemampuan rakyat. Bagian yang terlinggal

clalam masyarakat harus ditingkatkan

kemampuartnya dengan menylllrlbangkan
dan mendinamisasikan potensinya.

Untuk meinulihkan dan

meningkatkan kemanrpuan berproduksi

dan rnemantapkan fitndarnental ekonomi

ada tiga hal pokok Yang harus

dikembangkan dan dilaksanakan yaitu :

1. Penertiban dan penyehatan keuangan

negara.
2. Penggarapatt masalah moneter dan

dLrnia perbankan agar berjalan

dengan baik dengan memberikan
perhatian yang tinggi terhadaP

pengembangarr sektor riil, ttsaha

kecil, menencah, dan besar dengan

keterkaitan -vang erat dan saling
menguntungkan.

3. Meniperluas parlisipasi masyarakat

dalam kegiatan ekonomi.
Kebi.iakan ekonomi Yang

disampaikan oleh [{ar1,ono Suryono dalarn

Temu Nasional Ortnas Karya-Kekaryaan

sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan Pembangunan
ekonomi, Perlu ditetaPkan

kebijakan ekonomi Yang tePat dan

berdimensi jauh ke dePan. Untuk

itu perlu dibentuk tim ekonomi

yang handal, di bawah arahan

kepernirnpinan Negara Yang

visioner dan kredibel.
b. Kebijakan ekonomi Yang diambil

harus dapat menghasilkan hal-hal

berikut:
1. Pengembangan usaha kecil dan

menengah Yang daPat

memperkuat basis Perekonom ian

rakyat.
2. Peningkatan daYa beii Petani

nelayan yang selama ini terkena

oleh biaya Produksi Yang tinggi

sedangkan hasil Produksi
peftanian, Perkebunan, dan

perikanan berni lai rendah.

3. Peningkatan ketahanan Pangan,
Produksi pangan dalam arti luas

hendaknya sisesuaikan dengan

kebutuhannYa, oleh sebab itu
perlu adanYa Peningkatan
produktivitas dan efisiensi

sehingga harga Pangan
terjangkau oleh daYa beli rakYat

dan menguntungkan Petani.
4. Peningkatan keterkaitan usaha

skala besar, menengah, dan kecil

dalam mendorong mantaPnYa

struktur perekonomian nasional

yang produktif, efisien dan Yang

siap berkomPetisi dalam era

globalisasi.
5. Peningkatan Partisipasi dan

kecintaan Produk Indonesia

terhadap Produk-Produk
nasional Yang kandungan

lokalnya tinggi, mutunYa makin
meningkat dan harganYa makin
murah.

c. Kebijakan Yang ditemPuh

adalah:
1. PemantaPan fundamental

ekonomi (fiskal, moneter, dan

neraca PembaYaran) Yang
menghasilkan inflasi rendah,

keuangan Negara Yang sehat

melalui Peningkatan
penerimaan Pajak dan
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penajarnan prioritas Peng-
eluaran, nilai tukar rupiah
y'ang stabil, cadangan devisa

)'ang memadai, peningkatan

arus rnodal masuk, dengan

prioritas pada investasi dan

tabungan yang ting-ei untuk
rnenghasilkan infiastrtrktur
yang korrdusif guna

rnendukung pefiumbuhan
sektor pertanian, sektor
industri, dan ekonomi
umurnnva )ang tinggi secara

berkelanj utan.

2. Komitmen yang kuat
terhadap Lrpaya

pengernbangan sumber daya
manusia agar bisa
memanfaalkan kesenrpatan

kerja secara adil,
mendapatkan upah .Yang
tinggi, perbaikan tarap hidup.
pengentasarr kemiskinan.
menciptakan pasar dalarn

negeri, dengan diser-tai

pefturnbuhan pendLrduk yang
rendah dan jaring pengaman
sosial yang memadai.

3. Kebijakan yang terarah untuk
merangsang peningkatan
produktivitas, efisiensi, daya
saing dan berkembangnya
mekanisrne pasar yang baik.

4. Penyehatan perbankan" pasar

modal dan lernbaga kettangan
lainnya guna pengembangan
usaha kecil dan tnenengah

untuk menrperkuat basis

perekonorrian rakyat.
5. Dukungan sistem dan

kelembagaan kondusif untuk
merangsang' gootl ontl clectn

governance'dan birokrat yang
cerdik, bersih, berrvibawa,
gigh, tahu persoalan secara

mendalam, mampu
merryelesaikan'home work',
mampu 'getting things dane',
mampu r-nerumuskan' pol ice',
mampu membina 'pul:lic
relation', manlpu
menjalankan' adtttinislrcttive
operatiort' mampu berdebat,

u let. flokus, tekttn, penuh

integritas, menepati janj i,
sanggllp membentuk'leattt
work' yang kompak dengan

hubLrngan dunia internasional
yang kuat dan disegani.

6. Pengelolaan lingkLrngan

untuk mendukung
perr bangunan berkelanj Lrtan.

Kebijakan pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan jangka

pendek hendaknya diarahkan pada upaya

perwujudan pembangunan berkelanjutan.
Daya saing produk-produk nasional perlu

ditingkatkan agar mampu berkompetensi

dengan produk-produk luar negeri. Untuk
meningkatkan kualitas produk diperlukan
manusia-manusia yang produktif, kreatif,
dan berprakarsa. Untuk itu diperlukan
adanya jaminan kesempatan guna

menikmati pendidikan dan pelatihan yang

bisa meningkatkan kecerdasan bangsa.

Sistem ekonomi kapitalis terbukti
memiliki kelemahan karena semua

diserahkan kepada pasar. Bila pasarnya

tidak stabil menimbulkan kesenjangan

ekonomi. Begitupun dengan komunisme
dan neoliberalism. Dalam neoliberalism
semua diserahkan kepada pasar bebas dan

tidak setuju dengan peran pemerintah,

karena dianggap sebagai distorsi bagi

kepentingan ekonomi.
Di era globalisasi saat ini sistem

ekonomi yang dianut bangsa Indonesia

adalah ekonomi terbuka berkeadilan sosial.

Dengan ekonomi terbuka setiap kerjasama

dan kemitraan dalam ekonomi global, saat

bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
Dengan sistem ekonomi terbuka

berkeadilan sosial usaha pemerintah harus

mampu melakukan pemerataan dan

keadilan bagi rakyatnya. Untuk itu subsidi
dilakukan pemerintah dalam hal ini.
Pemerintah memberikan subsidi BBM
hingga Rp 60 triliun, subsidi listrik Rp 23

triliun, subsidi pupuk, raskin, dan masih

banyak lagi.
Perekonomian Indonesia masih

bergejolak selama Pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid. Ketidakpastian
sangat tinggi di tengah pergumulan politik
dan buruknya praktik penegakan hukum.
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Pembenahan ekonon:i yang iebih 
. 
tertata

baru berlangsung pada era Pemertntanan

Pr.riO.n Megawati SoekarnoPutri'

Menurut ekonom Faisal Basri' kala

itu t.tiuOi penjualan aset di bawah

;;"*;li;;, riaoan FenYehatan Perbankan

[;?;,r;i ;ecara besar-besaran' Sejumlah

;;;;k ,.cet akibat krisis tahun 1998

[i.Jr.tit*r,rrisasikan' I-ambat laun kita

[it, 
-[.ruur 

dari pusaran krisis .walau
dengan ongkos sangat la"hal 

yang hlngga

sekirang masih terus kita bayar'Kestaottan

*utro"[ono*i makin teriaga' Hasilnya

.rf-p menakjubkan: -. Pertumbuhan

.i.""t*i triwulan lV-2004 mencapai 7 '2
o.rr.n, angka pertr'rmbuhan triwulan

Ie,tinggi pasiakrisis yang hingga sekarang

irI trrlrrg teriampaui, sekedar mendekati

sekali Pun.
Kita juga terhindar dari empasan

krisis keuangan global tahun 2008' Boleh

Oit*uf.un ruaun-terhadirkan syarat perlu

(;;;;"rry condition) Yang. dibutuhkan

untuk akselerasi Pertumbuhan dan

pendalaman Pembangunan'
Sentirren Positif investor aslng'

terutama tentang prospek jangka panjang

p.t.f."-"*ian lndonesia, masih belum

;;t, diarahkan untuk menggerakkan

t"tto. riil. Pembangunan infrastruktur vital

masih saja tersendat' Bukan karena

l.tungLuun dana, melainkan karena sangat

iu*t un menghadinkan syarat-syarat

pendukung. r,.' PurJu berlakunYa ACFTA Januart

2010 terjadi perubahan besar dalam

konstelasi ekonomi dunia' Kekhawatiran

d ibanj irinya produk-produk- China, ternyata

U.rrUut i.put' Sekarang China berupaya

memindahkan sebagian industrinya ke

Indonesia. Situasi ini menguntungkan'

Dalam berbagai hal' misalnYa

dengan dukungan pasat domestik yang

cukip kuat, sebenarnya Indonesia juga

berpeluang. Kenyataan. .. 
demikian

*.ngflutrit an kita r-rntuk berpikir ulang'

Bahwa betapapun dalam memasuki pasar

global yang sangat kompetitif. kita harus

E"rungkut dari keungguian-keunggulan

domeitik sebagai dasar pijak kita untuk

membangun daYa saing' Keunggulan

domestili itu tidak lain adalah ketersediaan

iuf.to, produksi dan pasar yang kita miliki

CAKR 4WALA GALUH : Vot' I a No' 4 s Maret 201 I

reiatif berlimpah' Secara konsepsional

demokrasi ekonomi tidak bertentangan

;;hk", selaras dengan konsePsi

*.rnfurgun daYa saing" Oleh i1u,ttnu I'
;;;;G;; demc'krasi ekonomi haruslah

u.riunoultun keunggulan-keunggu lan yang

dimi liki secara domestik'""'^' nutu, perekonomian dunia tidak

daoat dihindari kecenderungan ke arah

;;!;; bebas Yakni sistem Perdagangan

i;;p" hambatan, baik hambatan Yang

dibuat oleh negara ataupun oleh kelompok

negara. Namun setiap negara memiliki

kedaulatan, termasuk kedaulatan ekonomi'

r.J"rf",u" ekonomi tidak daPat

Jii.futr.u" pada mekanisme pasar semata

karena negara rnr dibangun dengan. ctta-

;id a", 
-idealisme' Pasar Yang lelas

..nO.rrng akan memperkuat kedudukan

;;trg,J.afi kuat, sehingga meniurus ke arah

'p.ri, t.nu oun P*ng'utuun Pasar oleh

iumlah orang yang ierbatas' Kegagalan

'p.t.t i," r.IytuuuLan adanya kebutuhan
'"^irt melakukan korehsi-koreksi dengan

intervensi-intervensi dari pemerintah

melatui berbagai keb'ijakan publik' yang

t.L.nutnyu d"atam tiori aslinya tidak

dikehendaki (Ginanj ar,2A0T'

Saat ini clengan era Perdagangan

bebas, setiap n"guoi memberlakukan safe

gu*i untuk melindungi Pasar

domestiknYa.
;;i; perkembangan ekonomi ,banYak
kelomPok *u'Y'*kut tolah bangkit'

fuf"i"6 mulai mengambil inisiatif ' aktif'

kritis, dan birPartisiPasi dalam

p"rUungunan ekonomi' Ini sangat baik
'dulum "rangka mewujudkan demokrasi

yang sebenarnYa'

IV. SIMPULAN

Pemerintah telah rnenentukan

kebijakan ekonomi sehingga mendorong

fertumbuhan ekonomi' memPerluas

iupungun kerja, meningkatkan pendapatan

*uryi.utut. Saat ini sistem ekonomi yang

Jiunut bangsa Indonesia adalah ekonomi

terbuka berkeadilan sosial' Dengan

.tono.i terbuka, setiap kerja sama dan

kemitraan dalarn ekonomi global' sangat

bermanfaat bagi bangsa lndonesia' Dengan

,it,** ekonomi terbuka berkeadilan sosial
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lrrua 3emerintah harus mampu melakukan

l@er3litan dan keadilan bagi rakyatnya'

Jalam Perkembangan ekonomi,

mqrusiiat mulai mengambil inisiatif,

trir- kritis, dan berpartisipasi dalam

@E].ngunan ekonomi untuk mewujudkan

fum'ukasi ekonomi Indonesia.
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